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#RumahTAPERA
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#TaperaMobile

Dibawakan oleh:

Sid Herdi Kusuma

Deputi Komisioner Bidang Pemanfaaan

Dana Tapera



SEKILAS TENTANG BP TAPERA

STRUKTUR PENGELOLAAN TAPERA

Presiden Republik Indonesia

KOMITE TAPERA

Menteri 

Keuangan

Menteri 

Ketenaga-
kerjaan

Menteri 

Perumahan dan 
Kawasan 

Permukiman

Anggota Dewan 

Komisioner Otoritas
Jasa Keuangan

Unsur Profesional

Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera

Visi

“Terwujudnya kepemilikan rumah yang layak dan 

terjangkau bagi Peserta MBR melalui pembiayaan dana 

murah berkelanjutan berlandaskan gotong- royong”

Landasan Hukum

Tujuan

Tapera bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan

dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk

pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi

kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi

Peserta

1. UU No. 4/2016 tentang Tabungan Perumahan

Rakyat

2. PP No. 25/2020 sebagaimana diubah dengan PP

No. 21/2024 tentang Penyelenggaraan Tapera

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor

501/KMK.05/2021 tentang penunjukan BP Tapera

sebagai Operator Investasi Pemerintah untuk

program FLPP

KETUA Anggota Anggota Anggota Anggota
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Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) & Tapera (Status 4 September 2025)

REALISASI FLPP dan TAPERA 2025

Pembiayaan KPR FLPP (2022-2025)

Saat ini, BP Tapera mengelola dua program pembiayaan perumahan bersubsidi:

KPR FLPP dan KPR Tapera

827.203
unit Rumah

Nilai Subsidi

Rp97,37 T

Pembiayaan KPR TAPERA (2021-2025)

2022 2023 2024

226.000
unit

229.000
unit

171.903
unit

Rp
25,15T

Rp
24,57T

200.300
unit

Rp
21,32T

Rp
26,32T

2022 2023 2024 2025

2021 2022 2023 2024

5.712
unit

7.020
unit

6.146
unit

Rp 
1,09T

Rp
0,85T

Rp
1,02T

389
unit

Rp0,06T

2025

112
unit

Rp18,9M

19.379
unit Rumah

Nilai Subsidi

Rp3,06 T
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Periode 1 Januari s.d 4 September 2025 Berdasarkan Provinsi dan Pekerjaan

REALISASI KPR SEJAHTERA FLPP

REALISASI MANFAAT FLPP
BERDASARKAN PROVINSI

10 Provinsi Tertinggi Penyaluran FLPP

33 Provinsi : 171.903 Unit

4

RIAU, 5,610 

KALIMANTAN BARAT , 5,650 

KALIMANTAN SELATAN, 7,226 

SUMATERA UTARA, 7,257 

SUMATERA SELATAN, 10,278 

JAWA TIMUR, 11,269 

BANTEN, 11,668 

SULAWESI SELATAN, 13,655 

JAWA TENGAH, 15,064 

JAWA BARAT, 
39,590 

171.903Unit

PNS 

SWASTA

LAINNYA

TNI/POLRI

WIRASWASTA

TOTAL

PENYALURAN FLPP
BERDASARKAN PEKERJAAN

129.801
75,50%

22.002
12,79%

11.711
6,81%

3.437
1,99%

4.952
2,88%

REALISASI MANFAAT FLPP
BERDASARKAN BANK PENYALUR

      

       

     

  

  
          

              

      

              

                  

                                      



Program Pembiayaan KPR Sejahtera FLPP

FITUR PRODUK KPR SEJAHTERA FLPP

5Berdasarkan Kepmen PUPR No.689/KPTS/M/2023

Subsidi Bantuan 

Uang Muka

Rp 4Juta
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PRAKIRAAN BIAYA ADMINISTRASI KREDIT BANK
Program Pembiayaan KPR Sejahtera FLPP
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Penghasilan Per Bulan Paling Banyak (Rp) 

Umum
Tidak Kawin Kawin

Satu Orang
untuk Peserta Tapera

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Jawa (Kecuali Jakarta, Bogor, 
Depok, Tangerang, Bekasi), 

Sumatera, Nusa Tenggara Timur, 
dan Nusa Tenggara Barat.

Kalimantan, Sulawesi, 
Kepulauan Bangka Belitung, 

Kepulauan Riau, Maluku, Maluku 
Utara, Bali.

Papua, Papua Barat, Papua 
Tengah, Papua Selatan, Papua 
Pegunungan, dan Papua Barat 

Daya

Jakarta, Bogor, Depok, 
Tangerang, Bekasi

ZONA

Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

ATURAN BARU BESARAN 
PENGHASILAN 

Rp8.500.000 Rp10.000.000 Rp10.000.000

Rp9.000.000

Rp10.500.000

Rp12.000.000

Rp11.000.000

Rp12.000.000

Rp14.000.000

Rp11.000.000

Rp12.000.000

Rp14.000.000

SUMBER: PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERM UKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG BESARAN
PENGHASILAN DAN KRITERIA MASYAR AKAT BERPENGHASILAN RENDAH SER TA PERSYARATAN KEM UDAHAN PEMB ANGUNAN DAN PEROLEHAN
RUMAH



Simulasi cicilan KPR Sejahtera FLPP
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KARPET MERAH UNTUK RAKYAT
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Dari BAYAR

menjadi GRATIS untuk biaya:
• Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu 5% dari 

harga beli rumah subsidi oleh Pemerintah Daerah

• Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh Pemerintah Daerah

• Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah PPN DTP 100% pada 

periode (Januari – Juni 2025) dan PPN DTP 50% pada periode (Juli –

Desember 2025) untuk harga rumah 0-2 miliar oleh Kementerian 

Keuangan

Dari LAMBAT

menjadi CEPAT untuk:

Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari 45 hari menjadi hitungan menit sejak 
dokumen lengkap oleh Pemerintah Daerah

Sebagai Contoh

• Pemkab Subang telah berhasil mengeluarkan izin PBG selama 16 Menit 30 Detik
• Pemkab Gianyar telah berhasil mengeluarkan izin PBG selama 14 Menit

• Pemprov DKI Jakarta telah berhasil mengeluarkan izin PBG selama 17 Menit
• Pemkab Bandung telah berhasil mengeluarkan izin PBG selama 17 Menit
• Pemkab Sumedang telah berhasil mengeluarkan izin PBG selama 53 Menit

• Pemkot Tangerang telah berhasil mengeluarkan izin PBG selama 59 Menit



Program Pembiayaan KPR Sejahtera FLPP

SYARAT & TATA CARA PENGAJUAN FLPP
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1

Warga Negara Indonesia

2
Tercatat sebagai

penduduk pada 1 daerah
Belum Pernah Mendapatkan

Subsidi/Bantuan dari 

Pemerintah

3
1

4

Orang Perseorangan tidak 

kawin/kawin

5

Tidak Memiliki Rumah

6
Memiliki Penghasilan 

Tetap/Tidak Tetap

Syarat Pengajuan FLPP

Khusus untuk MBR suami/istri hanya bisa memanfaatkan fasilitas 1 kali, jika suami sudah memanfaatkan maka istri tidak lagi mendapatkan fasilitas

Download Aplikasi SiKasep

(Android)



Bank dan Asosiasi Pengembang yang telah bekerjasama dengan BP Tapera

BANK & ASOSIASI PENGEMBANG

BANK

Terdapat 41 bank penyalur pogram

FLPP yang telah ber-PKS dengan

BP Tapera

Bank Penyalur Program FLPP

41

ASOSIASI

PENGEMBANG 

PERUMAHAN

Pengembang di bawah Asosiasi

Pengembang harus terdaftar di aplikasi 

SIRENG, dan Lokasi perumahan harus

terdaftar di aplikasi SIKUMBANG

20

“BP Tapera telah bekerjasama dengan 20 Asosiasi Pengembang di Indonesia untuk memastikan kualitas bangunan yang dibangun oleh pengembang”
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BERLAKU S.D 5 TAHUN
KEWAJIBAN DEBITUR

Ketentuan:
1. Rumah tidak disewakan
2. Rumah tidak boleh dipindah

tangankan

3. Rumah harus ditempati/tidak
boleh dikosongkan

Apabila ketentuan ini dilanggar; maka
subsidi perumahan dihentikan sesuai
peraturan perundangan

Plat subsidi wajib terpasang didepan rumah



WEBSITE: sikumbang.tapera.go.id
CONTOH RUMAH SUBSIDI

Lokasi Perumahan
Banten, Kab
Tangerang, Tigaraksa, Pete

Harga Juall
Rp185.000.000
Asosiasi 
APERSI

Nama Perumahan
Puri Harmoni Tigaraksa
PT Binangun Wijaya Sejahtera

Lokasi Perumahan
Jawa Barat, Kab
Bekasi, Karang 
Bahagia, Karangsetia
Harga Jual
Rp185..000.000
Asosiasi 
REI

Nama Perumahan
The Magnolia Grande
PT. Prisma Inti Propertindo

Lokasi Perumahan
Jawa Barat, Kab
Bekasi, Serang
Baru, Jayasampurna
Harga Jual
Rp185..000.000
Asosiasi 
REI

Nama Perumahan
Rumah Ningrat Bekasi 
Jayasampurna
PT. Raja Sukses Propertindo
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Lokasi Perumahan
Jawa Barat, Kab
Bogor, Cileungsi, Gandoang

Harga Jual
Rp185.000.000,00

Nama Perumahan
Pesona Kahuripan 10
PT Hikmah Alam Sentosa

Asosiasi 
APERSI
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https://www.tapera.go.id/form-

sosialisasi-pemanfaatan/

CONTACT PERSON

BP TAPERA:

FERI KURNIAWAN

0821-2133-2689

FORM MINAT

PERUMAHAN BERSUBSIDI FLPP
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Download Aplikasi Tapera Mobile 
dan Nikmati Manfaatnya

Cari rumah, pengajuan KPR dan 
masih banyak lagi

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat
Kantor Pusat: Menara Mandiri II Lt 8-9, Jl. Jenderal Sudirman Kav.54-55, Jakarta Selatan
Kantor Layanan: Wisma Iskandarsyah Blok B2, B3, dan C3 Jl. Iskandarsyah Raya Kav. 12-14 Kebayoran Baru, 
Jakarta Selatan 12160

Terima Kasih
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